BAB V
FENUTUF
KESIMFPFULAN
Polandiz menerapkon kebijakan peranganan pengungsi dengan mengacu
pada pedoman hukum internasional yang ditetapkan dalam Konvensi Jenewa 1951
dan Protokol 1967. Sebagai anggota Uni Eropa, Polandia juga diharuskan

mematuhi undang-undang tentang pmmm berlaku di tingkat Uni Eropa.
Namun, dalam prakiiknyas Polandia sangat berhati-hati dalam menerima pengungsi
yang jumlajugq; semakin nulmgh.t. ;ﬂ;ﬁnggn sermg Tﬂlﬂﬂgﬂlﬂliﬂ.n pedoman
hukum hﬂﬂﬂlﬂuul_,ﬁﬂ 1ng- unding Uni Empa,_ﬁ,kiﬁqtmm terors di
Plﬁl dan Jermuan, Pﬂhﬂiﬁ Ihn’l‘m menganggap W dart Timur Tengah
: -’dr.rm ancaman bagi keamanan nasmﬂﬂ; mwm terhadap
pW.ij‘u:r Tengah dan Ukraina dischabkan oleh perbedaan imn‘.as antara
I:Edlnhlpmpnk tersebut. Polandia lebih cenderung menerima pengungsi Ukraina,
karenn mayoritas merekn beragama Katolik atau Nasrani, ynng-#ﬁn-lhhg:m
agama mﬁhﬁ di Polsndiz. Sebaliknya, pengungsi Timwur ngnh.
mayoritas beragams Islam, ditolak karena sdanya Tslamophobin yq:-tnunr.ul
setelah m'uhgnn teroris tersebut. Akibatmya. Polandia hﬂgum bahwa
menerima pengungsi Timur Tengah sama dengan mm Selain itu,
et e dnssarym: stz i USRS SR s
memudahkan Ilqﬁsi m Hﬁnggn pengungsi '-tlﬁm.ma ]eh-ll:t diterima,
Samenﬁﬁ. ﬂn,_ peng ungsi Timur Tengah dianggap sulit beradaptasi karena
pc:tﬂhan bahass dnn budu\a yang signifikan, iﬁmw?ulmdm melihat mereka

sebagai potensi beban bagl negara.
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